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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.28 /Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016

TENTANG
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL

LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan
Informasi Geospasial Nasional, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu instansi
pemerintah yang bertugas sebagai Simpul Jaringan;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P. 59/Menhut-1I/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring
Data Spasial Departemen Kehutanan ditetapkan
penunjukan unit kliring data spasial Departemen
Kehutanan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan ditetapkan organisasi dan tata
kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
bahwa dalam rangka penyesuaian dengan organisasi dan
untuk memberikan kemudahan dalam penyebarluasan

informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan
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Mengingat

€.

informasi geospasial dengan melibatkan seluruh wunit
kerja yang mengelola informasi geospasial;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Jaringan Informasi  Geospasial  Lingkup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5214);



Menetapkan :

10.

11.

12.
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Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang
Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun
2015;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
8);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-1I/2011
tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 53);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/Menlhk-1I/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
713);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Geospasial atau Ruang Kebumian adalah aspek
keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi
suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada,
atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam
sistem koordinat tertentu.

Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah
data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran,
dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan
manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas
permukaan bumi.

Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG
adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan
sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan,
pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan
yang berhubungan dengan ruang kebumian.

Jaringan Informasi Geospasial Nasional adalah suatu
sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama,
tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta
berdayaguna.

Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan,
pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan
IG.

Unit Kliring adalah unit kerja pada simpul jaringan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang
bertanggung jawab dalam penyimpanan, pengamanan
dan penyebarluasan DG dan IG.

Basis Data Geospasial adalah sistem penyimpanan DG
dan IG yang terstruktur pada media digital.

Walidata adalah wunit kerja pada simpul jaringan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang

bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan,



10.

11.
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penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG sesuai dengan
tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
Informasi Publik yang Dikecualikan atau Bersifat Rahasia
adalah data dan informasi yang masih dalam proses
pengolahan dan penyelesaian.

Penyebarluasan DG dan IG adalah kegiatan pemberian
akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang
dilakukan dengan menggunakan media elektronik.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

Pasal 2

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan

Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

BAB II

DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL LINGKUNGAN HIDUP

(1)

DAN KEHUTANAN

Pasal 3

DG dan IG lingkungan hidup dan kehutanan meliputi

data dan informasi :

a. bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan
lingkungan hidup;

b. bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam
dan ekosistemnya;

c. bidang peningkatan daya dukung daerah aliran
sungai dan hutan lindung;

d. bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari.

e. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan;

f.  bidang pengendalian perubahan iklim;

g. bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan hutan, penanganan hutan adat, dan

kemitraan lingkungan;



